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BAB 5 

Penutup 

 

1. Kesimpulan 

Dengan analisis yang telah dilakukan berdasarkan sumber-sumber hukum dan 

kepustakaan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian 

baku PT Aku Bisa Ibadah masih memuat ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai 

atau bertentangan dengan Pasal 18 UUPK yang mengatur secara khusus 

mengenai klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan oleh pelaku usaha 

dalam sebuah perjanjian baku. Selain itu, perjanjian baku  PT Aku Bisa Ibadah 

sebagaimana juga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yang 

mensyaratkan bahwa pelaku usaha untuk memperdagangkan barang dan/atau 

jasa yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-

undangan. Ketentuan yang kemudian didasarkan dalam analisis ini yaitu Pasal 

18 UUPK, Pasal 8 UUPK, PP PSTE dan PP PMSE. Klausula baku yang 

melanggar Pasal 18 UUPK dalam perjanjian baku PT Aku Bisa Ibadah paling 

banyak mengandung pengalihan tanggung jawab PT Aku Bisa Ibadah kepada 

konsumen.  

 

Mengenai bentuk dari perjanjian baku PT Aku Bisa Ibadah pun memiliki bentuk 

yang kurang rapi, adanya inkonsistensi dalam penggunaan istilah maupun 

kalimat dalam klausula. Kemudian, terdapat berbagai istilah bahasa aing yang 

tidak dicetak miring dan dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dari istilah 

asing tersebut. Kemudian, terdapat kalimat dalam klausula PT Aku Bisa Ibadah 

di dalamnya memuat pengungkapan yang sulit dimengerti oleh konsumen. 

 

Dengan PT Aku Bisa Ibadah mencantumkan klausula yang bertentangan 

dengan Pasal 18 (1) dan (2), maka sebagaimana dalam pasal Pasal 18 ayat (3) 

UUPK, mengenai setiap klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha dalam 

perjanjian baku bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) dan (2) dinyatakan batal 

demi hukum. Maka, klausula eksonerasi dalam perjanjian baku PT Aku Bisa 

Ibadah dapat dinyatakan batal demi hukum. Lebih lanjut, jika mengacu dalam 
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KUHPerdata, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai syarat 

objektif yakni suatu klausula tidak diperbolehkan bertentangan dengan undang-

undang. Sehingga, seluruh perjanjian baku PT Aku Bisa Ibadah dinyatakan 

batal demi hukum. 

 
2. Saran 

Dari analisis yang telah dipaparkan, penulis memberikan saran sebaiknya 

konsumen membaca perjanjian baku dalam laman/website virtual tour  Travalal 

dengan teliti. Kemudian, pihak virtual tour Travalal sebaiknya memperbaiki 

sistem elektronik dikarenakan, adakala konsumen tidak dapat mengakses 

laman/website virtual tour  Travalal. Selain itu, penulis memberi saran untuk 

dilakukan perubahan dalam perjanjian baku dalam laman/website virtual tour 

Travalal yang masih bertentangan dengan Pasal 18 UUPK, sebagai berikut: 

1) Klausula pada bagian Definisi perjanjian baku virtual tour Travalal 

seharusnya menggunakan kata, istilah, maupun kalimat yang konsisten, 

mudah dimengerti dan menggunakan cetak miring dalam saat 

mencantumkan bahasa asing, baik dan benar agar konsumen tidak bingung 

saat membaca perjanjian baku tersebut. 

2) Klausula mengenai Akun, Saldo Travalal, Password dan Keamanan yang 

mengandung pengalihan tanggung jawab, seharusnya diubah dengan 

menyesuaikan dengan peraturan dalam PP PMSE. 

3) Klausula mengenai Promo menyatakan tunduknya konsumen atas ketentuan 

baru mengenai kegiatan promosi dan menyarankan  konsumen agar 

membaca secara seksama perjanjian baku PT Aku Bisa Ibadah dalam 

laman/website virtual tour Travalal dari waktu kewaktu seharusnya 

ditambahkan kewajiban bahwa PT Aku Bisa Ibadah memberitahukan 

ketentuan baru mengenai promo paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum 

kegiatan promo berlangsung. 

4) Klausula mengenai Penolakan Jaminan Dan Batasan Tanggung Jawab pada 

dasarnya memuat klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung 

jawab PT Aku Bisa Ibadah kepada konsumen, seharusnya judul pasal 

diganti menjadi Pengalihan Tanggung Jawab. Namun, hal ini bertentangan 

dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK. 
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5) Klausula mengenai Konten seharusnya memuat penjelasan lebih lanjut dari 

kata yang sulit dimengerti oleh konsumen. 

6) Klausula Ganti Rugi pada dasarnya menyatakan menyatakan pengalihan 

tanggung jawab PT Aku Bisa Ibadah kepada konsumen atas segala tuntutan 

ganti rugi, klaim atau tuntutan yang timbul saat konsumen melakukan 

pelanggaran dalam perjanjian baku seharusnya PT Aku Bisa Ibadah 

bertanggungjawab, kecuali PT Aku Bisa Ibadah dapat membuktikan bahwa 

kerusakan dan/atau kerugian tersebut bukan kesalahannya. 

7) Klausula Pembaharuan menyatakan tunduknya konsumen atas adanya 

perubahan atau pembaharuan perjanjian baku Virtual Travalal dengan tidak 

memberitahukan terlebih dahulu kepada konsumen, seharusnya klausula 

diikuti dengan kewajiban PT Aku Bisa Ibadah  untuk memberitahu 

konsumen atas adanya perubahan perjanjian baku tersebut paling lambat 30 

(tiga puluh) hari kerja sebelum perjanjian baku yang mengalami perubahan 

tersebut berlaku. 
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